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ABSTRAK 

 

Perkawinan anak dibawah batas usia minimal perkawinan sudah sering 

terjadi di masyarakat Indonesia termasuk di daerah kabupaten Bekasi. 

perkawinan anak usia dini yang menimbulkan dampak negatif pada anak, 

maka pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 menjadi Undang -Undang No 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yang tercantum di 

Undang-Undang No 16 tahun 2019. diketahui kasus dispensasi kawin yang 

ada di kabupaten Bekasi pertahunnya cukup tinggi, meskipun sosialisasi 

telah dilakukan pemerintah setempat, namun belum ada penurunan yang 

signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang. 

teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi 

kebijakan dari Van Meter Van Horn yang mengemukan bahwa ada 6 

variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan yaitu 

Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Instansi Pelaksana, 

Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana, Sikap Para 

Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial,Ekonomi Dan Politik. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif 

analisis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Batas Usia Minimal Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang sudah berjalan dengan 

baik namun belum optimal. Kekurangan anggaran dan sosialisasi yang 

belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan sehingga 

menyebabkan implementasi belum optimal dan masih ada dari masyarakat 

yang melakukan perkawinan dibawah batas usia perkawinan yang tidak 

tercatat di Pengadilan Agama Cikarang. 

 

 

Kata Kunci: implementasi peraturan, perkawinan anak, usia minimal pada 

perkawinan
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ABSTRACT 

 

Child marriages under the minimum age limit of marriage have often 

occurred in Indonesian society including in the Bekasi Regency area. 

Early childhood marriages have a negative impact on children, so the 

government amended Act No. 1 of 1974 to Act No. 16 of 2019 concerning 

marriages with a minimum age limit on marriages listed in Act No. 16 of 

2019. It is known that the cases of mating dispensation in Bekasi regency 

per year are quite high, although socialization has been carried out by 

local governments, but there has not been a significant decline. This study 

aims to analyze how the Minimum Marriage Age Limit is implemented 

under Law Number 16 of 2019 Concerning Changes to Law Number 1 of 

1974 Concerning Marriage in Cikarang Religious Court. The theory used 

in this study was Van Meter Van Horn's policy implementation theory 

which found that there were 6 variables that influenced the 

implementation of regulatory policies, namely Standards and Objectives, 

Resources, Characteristics of Implementing Agency Agency, Inter-

Organizational Communication or Implementing Activity, Implementing 

Behavior, Activities, Social, Economic and Political Environment. This 

study used a qualitative research method, with a descriptive approach to 

analysis. The results of this study can be concluded that the 

implementation of the Minimum Age Limit Based on Law No. 16 of 2019 

on Changes to Law No. 1 of 1974 on Marriage in Cikarang Religious 

Court has been going well but not optimal. Budget and socialization 

deficiencies that have not been maximized are obstacles in policy 

implementation so that the implementation has not been optimal and there 

are still people who do marriages below the age limit that are not 

recorded in the Cikarang Religious Court. 
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